BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandara merupakan tempat yang menjadi sarana dan prasarana untuk
memudahkan dan melancarkan arus angkutan penumpang dan barang sejak
dari kedatangan sampai meninggalkan bandara. Hal ini menjadikan bandara
sebagai tempat yang penting dan strategis, yang dapat menunjang serta
meningkatkan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Taksi bandara dalam
operasionalnya diberikan kebebasan untuk mengangkut penumpang dari dan
ke bandara. Dan pada saat mengantarkan penumpang, meskipun setiap armada
taksi bandara telah dilengkapi oleh mesin argometer, pada prakteknya sewaktu
mengantar penumpang dari bandara, argometer tersebut tidak dipergunakan
(dimatikan). Biasanya tarif telah ditetapkan oleh koperasi taksi bandara,
dimana besarnya tarif tergantung dari lokasi trip. Tarif yang diterapkan ini
cenderung merugikan penumpang karena besarnya tarif tersebut jauh di atas
tarif bila argometer digunakan.

Bukan hanya adanya penetapan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan
merugikan penumpang namun penumpang juga sering mengeluhkan tarif yang
tinggi tersebut tidak diimbangi oleh armada yang layak. Karena tidak adanya
pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi di bandara, mau tidak

mau penumpang yang baru datang harus menggunakan jasa layanan yang ada



meskipun taksi tersebut tidak mengoperasionalkan argometer dan tarif yang
ditetapkan jauh di atas tarif bila menggunakan argometer.

Keadaan ini tentu saja akan sangat merugikan penumpang karena
mereka harus membayar lebih mahal untuk jasa layanan yang seharusnya ada
substitusinya. Selain itu, hal ini juga merugikan kompetitor lain, karena
pengemudi taksi dari armada lain tidak mendapat kesempatan mengambil
penumpang dari bandara. Selain itu, konsumen juga tidak mempunyai
alternatif dalam hal memilih angkutan umum yang akan digunakan pada
Bandara Sultan Syarif Kasim Il Riau. Dengan adanya hak monopoli tersebut,
maka konsumen terpaksa untuk menggunakan taksi sebagai angkutan
umumnya dimana tarif taksi tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan taksi
online atau sejenisnya.

Hukum persaingan usaha pada dasamya merupakan sengketa perdata.
Penegakan hukum persaingan antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh pelaku
usaha sendiri, apabila masalah tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya.
Penegakan hukum oleh pelaku usaha akan memenuhi berbagai hambatan
apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang
dikalahkan. Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang untuk rnelakukan
penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik. Dalam dunia
usaha, persaingan harus dianggap positif. Dalam Teori Illmu Ekonomi,
persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada

empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada

! Dani Saputro, Praktik Monopoli Taksi Di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Menurut
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suatu pasar tertentu. Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku
usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku
usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang
dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya
keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Disisi lain
dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena
mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan
harga yang murah dan kualitas baik.

Persaingan usaha yang sehat merupakan suatu perwujudan dari pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disingkat UUD 1945), yang menentukan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini sesuai dengan yang
dikutip dari Partnership for Business Competition sebagai berikut: 1 Membahas
mengenai hukum persaingan yang merupakan salah satu bagian dari hukum
ekonomi, pasti tidak akan lepas dari pembahasan mengenai pasal 33 UUD 1945,
yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan
perekonomian nasional. Melalui pasal 33 UUD 1945 tersirat bahwa tujuan
pembangunan nasional yang hendak dicapai haruslah berdasarkan demokrasi yang
bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
UUD 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan
dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan bebas.

Pemerintah dalam upayanya untuk menyongsong ekonomi era pasar bebas,

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang



Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat ( selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999 ).

Tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, adalah untuk mengarahkan
pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui cara memberikan kesempatan yang
sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan
pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar
yang wajar. Untuk itu setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam
situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat larangan-larangan yang dilakukan
oleh pengusaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, salah satu
larangan tersebut di antaranya larangan untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian
yang dimaksud menurut pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “suatu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau
lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.
Perjanjian yang dimaksud adalah dilarang jika perjanjian yang dibuat tersebut
berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adanya dugaan telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat dalam pengelolaan angkutan Taksi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim 11

Pekanbaru, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu



dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Tidak berjadwal;

b. Dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station
wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar
teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal,

c. Tarif angkutan berdasarkan argo meter;

d. Pelayanan dari pintu ke pintu.?

Selama jenis taksi dan tarif operasional angkutan berdasarkan argo meter
dan jika dikaitkan dengan setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada
dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan
adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, maka tidak ada
alasan antar pelaku usaha pesaing untuk membatasi dan melarang pelaku usaha
pesaing memasuki pasar taksi yang sama. Kenyataan yang terjadi pengelola
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru dengan taksi Puskopau
menghalang-halangi pelaku usaha taksi yang lain untuk memasuki Bandara Sultan
Syarif Kasim Il Pekanbaru untuk bersaing secara sehat.

Menurut Elyta, bentuk penguasaan pasar yang disalahgunakan dan dilarang
adalah: (1) menolak pelaku usaha lain berpartisipasi dalam pasar yang sama atau
sengaja menciptakan barrier to entry dengan cara refusal to deal dan melakukan
primary boycott. (2) menghalangi konsumen/pelanggan pelaku usaha pesaingnya

untuk melakukan usaha atau melakukan secondary boycott. (3) melakukan

2 Bagus Yanis Ardi Prasetya. Tinjauan yuridis putusan komisi pengawas persaingan usaha
republik indonesia (KPPU RI) Surabaya ( Studi Kasus Putusan Nomor : 20/KPPU-1/2009 ). 2011.
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pembatasan produk dan distribusinya dan diskriminasi harga. (4) melakukan
perbuatan monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.®

Berdasarkan observasi awal taksi yang beroperasi di Kota Pekanbaru terdiri
dari 7 jenis kelompok taksi: 1. Puskopau 2. Kopsi 3. Riau Taksi 4. Blue Bird 5.
GoCar 6. GrabCar 7. Uber Taksi. Tujuh perusahaan taksi ini adalah taksi yang
aktif dan sering digunakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Selain itu terdapat
Ojek Online, Go Jek dan Grab Bike yang memiliki fungsi yang sama seperti taksi,
yaitu antar jemput berbasis online.

Dengan tersedianya bermacam-macam alat transportasi yang dapat dipilih
oleh masyarakat ternyata dapat menimbulkan persaingan usaha dibidang
transportasi. Diantaranya praktek monopoli perusahaan taksi Puskopau Kota
Pekanbaru khususnya wilayah Bandara Sultan Syarif Kasim Il Pekanbaru. Jenis
taksi Puskopau tanpa ada pesaingnya menguasai wilayah bandara sehingga
menimbulkan keresahan oleh konsumen pengguna jasa taksi. Di wilayah bandara
tersebut konsumen tidak bisa memilih taksi operator lainya bahkan operator taksi
Puskopau dengan sengaja menghalangi jenis taksi lainya untuk masuk kedalam
wilayah Bandara Sultan Syarif Kasim 11 tersebut dan sampai saat ini tampak jelas
monopoli yang dilakukan perusahaan taksi milik Puskopau.

Salah satu bukti praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak taksi
Puskopau adalah aksi pengeroyokan ketika supir taksi Blue Bird mengambil
penumpang diwilayah Bandara SSK Il Pekanbaru. Kejadian tersebut berawal

sekitar jam 16.30, taksi yang dengan nomor body Mobil CD032, yang

® Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 68.



dikemudikan Jasril Saputra mengambil penumpang dari seputaran Hotel Labersa
untuk minta diantar ke Bandara SSK 11, pada hari Sabtu (22/9) untuk menjemput
temannya. Saat tiba di bandara, penumpang tersebut tetap menunggu di dalam
mobil dan temannya masuk ke dalam mobil. Sebelum sampai di Pintu loket
Bandara, pengemudi dihadang mobil Puskopau dan turun beberapa pengemudi
Puskopau. Lalu terjadilah pemukulan dan pengeroyokan pengemudi Blue Bird.

Dikatakan oleh Asri, jika melakukan suatu tindakan yang menguasai sebesar
50 % atau 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Asril Sitompul sebagai berikut: Ukuran penguasaan pasar
tersebut tidak harus 100%, adanya penguasaan sebesar 50% atau 75 % saja sudah
dapat dikatakan mempunyai “market power”, pelaku usaha yang mempunyai
market power ini harus benar-benar dijadikan perhatian oleh pihak yang
berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang anti Monopoli, karena
pelaku usaha seperti inilah yang dapat melakukan penguasaan pasar seperti yang
diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas.”

Monopoli dapat diartikan sebagai pelaku usaha tunggal yang ada disuatu
tempat dimana hanya ada satu pelaku usaha yang ada didaerah tertentu.’ Pada
dasarnya monopoli adalah kegiatan yang dilarang karena dalam menjalankan
usaha haruslah dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dengan demikian
akan menimbulkan sebuah persaingan usaha yang sehat.

Secara umum tujuan pokok dari Hukum Antimonopoli adalah sebagai

berikut: 1. Menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup 2. Menjaga

* Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h. 30.
> Margono Suyud, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h.5



agar kompetisi yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan dengan cara baik dan
sehat 3. Agar konsumen tidak tereksploitasi oleh pelaku usaha Ketiga uraian
tujuan umum diatas, sebenarnya dilakukan dalam rangka mendukung sistem
ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Tanpa adanya hukum persaingan
dalam sistem ekonomi pasar, tidak akan dapat dihindarkan praktik-praktik
monopoli dalam segala bentuk.®

Persaingan usaha yang dilakukan tidak jujur atau disebut juga dengan
persaingan usaha yang dilakukan secara negatif, atau sering diistilahkan sebagai
persaingan usaha tidak sehat, akan berakibat pada : ’

1) matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;

2) timbulnya praktek monopoli dimana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha;

3) bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen
dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Oleh karena itu permasalahan ini menarik untuk diteliti dan akan penulis
tuangkan dalam proposal yang berjudul ”Tinjauan yuridis monopoli taksi
bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Il Riau menurut Undang-
Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi permasalahannya pada: tinjauan yuridis

monopoli taksi bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Il Riau menurut

6 -
Ibid.
" Hikmahanto Juwana, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal
Magister 1, September 1999.



Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok
permasalahan yang akan dikemukakan untuk dikaji selanjutnya adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis monopoli taksi bandara Internasional Sultan
Syarif Kasim Il Riau menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5
Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat?

2. Apa hambatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No.
5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Tinjauan yuridis monopoli taksi bandara Internasional Sultan Syarif
Kasim Il Riau menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun
1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.

b. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No.
5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat.
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2. Manfaat Penelitian
a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam
menerapkan ilmu pengetahuan;
b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis
lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan

datang;

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian
yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya
dengan hukum.® Kaitan dengan penelitian ini adalah perilaku persaingan
bisnis transportasi yang berlaku di bandara Sultan Syarif Kasim Riau
khususnya pada taksi yang memonopoli layanan. Sifat penelitian ini adalah
naturalistik. Penelitian naturalistik juga disebut dengan penelitian kualitatif.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di bandara Internasional Sultan Syarif
Kasim Il Riau menurut. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena selain
tempat penelitian yang mudah dijangkau juga permasalahan terjadi di lokasi

tersebut.

® Suratman Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88
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3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya
akan diduga.® Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pengemudi
taksi Bluebird 100 orang, pengemudi taksi online Grabcar 35 orang, dan
masyarakat 25 orang, dengan demikian populasi berjumlah 165 orang.
Sampel adalah sebagian atau yang mewakili yang di teliti. Adapun yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengemudi taksi Bluebird 1
orang, pengemudi taksi online Grabcar 1 orang, dan masyarakat 3 orang,
dengan demikian ampel berjumlah 5 orang. Adapun teknik pengambilan
sampel adalah sampling purposive.
4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Yaitu data penelitian yang diambil langsung dari para sampel yaitu
pengemudi taksi dan masyarakat serta pegawai bandara.
b. Data Skunder
Yaitu informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik
berupa, konsep, atau teori-teori yang dapat dipergunakan untuk
menjelaskan permasalahan. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan
metode kepustakaan.
5. Pengumpulan Data
Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini maka

penulis menggumpulkan data dengan cara :

® Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktek. (Jakarta, Rineka Cipta,
1998), h. 108
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1. Wawancara
Penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu
pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini,
metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan.®
2. Dokumentasi
Dokumentasi dimaksudkan mencari data mengenai hal-hal atau pariabel
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan
masalah-masalah dalam penelitian ini.’
3. Observasi
Observasi dimaksudkan untuk menjaring data awal sebelum melakukan
penelitian. Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan yang berisi
informasi awal.
4. Studi kepustakaan
Teknik ini dilakukan untuk mencari atau mendapatkan informasi dari
jurnal ilmiah, buku, dan bahan referensi lainnya khususnya di
perpustakaan.
6. Analisis Data
Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut
dengan menggunakan metode analisis isi yaitu mengambarkan dan menjelaskan
permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk kalimat deskriptif kuantitatif,

penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan

® Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Hukum. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.
28

°  Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian. (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 236
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kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk

memperoleh kesimpulan.'

. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan

dalam sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB 11

BAB 111

BAB IV

: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

dan mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang bandara
Internasional Sultan Syarif Kasim Il Riau serta tinjauan tentang
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas tentang tinjauan terhadap usaha
transportasi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa yang menjadi

permasalahan tentang tinjauan yuridis penguasaan taksi bandara

0 pid., h. 24



BAB V
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Internasional Sultan Syarif Kasim Il Riau menurut Undang-Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

: PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.



